KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

NOMOR 805 TAHUN 2025
TENTANG

PENCABUTAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 731 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN DOKUMEN PERSYARATAN-
PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN SEBAGAI INFORMASI

PUBLIK YANG DIKECUALIKAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

Menimbang

a.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

bahwa untuk mewujudkan tata kelola informasi secara
transparan dan memberikan akses informasi yang seluas-
luasnya kepada publik, serta menjamin keterbukaan
informasi sebagai wujud akuntabilitas sesuai dengaﬁ
peraturan  perundang-undangan, perlu dilakukan
pencabutan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 731 Tahun 2025 tentang Penetapan Dokumen
Persyaratan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden
Sebagai Informasi Publik yang Dikecualikan Komisi
Pemilihan Umum;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a serta untuk memberikan kepastian hukum
dan kelancaran pelaksanaan tugas, perlu menetapkan
Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Pencabutan
atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 731
Tahun 2025 tentang Penetapan Dokumen Persyaratan
Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Sebagai
Informasi Publik yang Dikecualikan Komisi Pemilihan

Umum;
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Mengingat

L.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6863);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 81, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019
tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019
tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 377);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020
tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata
Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21
Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang

jdih.kpu.go.id



Menetapkan

Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja
Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat
Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2023
tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden
dan Wakil Presiden (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 820) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23
Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2023 tentang
Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil
Presiden (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 876);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023
tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di
Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum
Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
870) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang
Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan
Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2024 Nomor 531);

MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG
PENCABUTAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 731 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN DOKUMEN
PERSYARATAN PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL
PRESIDEN SEBAGAI INFORMASI PUBLIK YANG
DIKECUALIKAN KOMISI PEMILIHAN UMUM.

jdih.kpu.go.id



KESATU : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 731 Tahun 2025
tentang Penetapan Dokumen Persyaratan Pasangan Calon
Presiden dan Wakil Presiden Sebagai Informasi Publik yang
Dikecualikan Komisi Pemilihan Umum dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku. '
KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 September 2025
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,
ttd.
MOCHAMMAD AFIFUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISL PEMILIHAN UMUM
Keépala'Bito Hukum,
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